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GUBERNUR.·§ULAWf'SI TENQGARA 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUL~WESI TENGGARA 

NOM().~.: I) TAHUN 2013 .... 
TENTANG 

'\ ' *' ,I . ·r., . '. ,.~. '" , . i'" • •. 

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHJ\ ESA 

GUBERNURSULAWESI TENGGARA, 

Menimbang : a. .	bahwa dal~m rangka optimalisasi pemanfaatan mineral, 
batubara dan batuan, maka pengelolaannya harus 
terarah dan terpadu,' berwawasan lingkungan dan. 
berkelanjutan untuk .memberikari nqru tambahbagi 
perekonomian daerah. dan kesejahteraan masyara.kat 
secara berkeadilan; . 

' ... ' 

b. 	 bahwa;·.. pertambangan mineral . dan batubara 
mempunyai peranan yang sangat 'penting dalam . 
pembangunan daerah sehingga, perlu . adanya ~, 

: pengaturan .'i r dalam .'" penge~}aannya . . dan 
pengusahaannya dengan memperhadl<13l1 prinsip 
lingkungan . hidvp, transparansi dan' pru::tisipasi. 
masyarakat;' 

c. 	 hahwa dengan ditetap~annya undang-undang Nomor 4 
'. tahun 2009 tentang Pertambangan minera~ dan Batu 
bara maka perlu . adanya pengaturan 'dibidang 
pertambangan yang. dapat mengelola dan 
mengusahakan potensi min~ral dan Batu b~ra secara 
mandiri,' transparan, daya saing, efi~ien dan 
berwawasan lingkungan gun~ menjamin pembangunan 
daerah secara berkelanjutan;': . 

'd. 	bahwa: berdasarkan. pertimba,ngan sebagaimana' 
dimaksud huruf a, huruf b, dan hurufc perlu 
,m~rnbent'1k "jPer~~uran Da~tah ten~ng Peng;.lol~an 
, Pertambangan Mmeral dan Batubara. ,.;,. 

Mengingat 1. 	 Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang. Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; .' 

2.. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Updang
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah TingkatTSulawesi Tengahdan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentangPembentuk~"N 
Daerah Tingkat I Sulawesi U~ara- Tengah'dan Daerclh 
Tingkat ISulawesj Selatari. - Tenggara' (Lem.baran 
Negara " 3-epublik Indones~a Tabun 1964 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 
268n; 	 . 

• . J ,J I l\ . 	 {; 
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3. 	 Undang-Undang . Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nqmor 4437) sebagaimana telah 
di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahu!}. 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor ,32 Tahun 2004 tentang Pemerinta,han 
Daerah (L<1mparan,~Negara Republik Indonesia Tahut:l2008 
'No'mor 59, ·Tainbahari Lembaran Negata Republik Inclonesia 
Nomor 4844); 

4. 	 Uqdang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); , 

5. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

,6. 	 Peraturan· Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,. 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan,Oaerah

• .I I· ,. J I • ..,' t 	 . 

,'Kabupaten/Kbta (Lembaran Negara' Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor·, 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In~onesia Nomor 4737); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 

,Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usah'a Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 29; Tambahan' Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5111);sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturati Pemerintah. Nomor 24 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
,2010 	tentang. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertaffibangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5282); 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5142); 

10.Peraturan 	Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 5172); 

.. 	 I ,~ 

i . 
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Deegan Persetujuan Bersama 

~E\VAN PE.R\1{AKlLAN' RAKY4T DAE~ 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

dan 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 	 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA~ 


BAB I . 

. ,.. KETENTUAN UMUM' 

, I . . Pasal 1 	
.! 

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. 	 Pemerintah adalal?- Pemerintah Republik Indonesia; 

'2. Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi; 

3. 	 Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

4. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; 

5. 	 Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara; 

6. 	 Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

7. 	 Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Tengg~a; 
" .

8. 	 Dinas adalah Dinas En~rgi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 


9. 	 Kepal;i DinasadaJah Kepalp. Dinas Energi dan Sl,;lmber Daya' Mineral 

P~ovinsi Sulawesi Tenggara; 


10. Pertarnbangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalarn 

rangka penelitian,' pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 

serta kegiatan pasca tambang; . 


11. Pengelolaan 	 pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi 

pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara 

terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pengembangan; 


12. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 

memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya; 


13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alarn, yang ~emiliki 


sifat· fisik dan 'kimia tertentti') serta susunan kristal teratur' atau 

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau 

padu; 


14. Batubara adalah 'endapan senyawa organik karbonan yang membentuk 

secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan; 


15. Pertambangan .~ineral adalah pertamqangan' kumpulan mineral yang 

berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah; 


.-..----~--.--.~..-- --",- ~~--;- ... 	 
I" 
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,16. Pertambangan batubara' adalah pertambangan endapan karbon yang 
terdapatdi dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan 
aspal;' .. 

17. Usaha .pertambangan adalah kegiatan dalal? ,rangka pengusahaan mineral 
atau batubara. yang meliputi tahapan 'kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan da,n 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang; 

18.lzin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut lUP, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan;'. . .... 

19.1zin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP 
Eksplprasi adalah.izin usa.hf1Ya.tlgdiberika,n untuk;, melakukan tahapan 
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; . 

20.lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut lUP 
Operasi Produksi adalah' izin usaha .. yang diberikan setelah selesai 
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi 
produksi; 

21. Penyelidikan 	 Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; 

22. Eksplorasi 	 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperind dan teliti tentang lokasi, bentuk, 
dimensi, sebaran ktialitas, dan sumberdaya terukur dari bahan galian, 
serta informasi mengen8..i lingkungan sosial dan lingkunganhidup; 

23. Studi Kelayakan adalan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara rind seluruh aspek yang berkaitan untuk 
menentukan kelayakan" ekonomls' dan teknis usaha pertambangan, 
termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca 
tambang; .. 

24.0perasi Produksi' adalah 'tahapan kegiatan usaha pertambangan yang 
meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk 
pengangRutan . dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak 
lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan; 

25. Konstruksi adalah kegiatan usaha. pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian 
dampak lingkungan; " .. 

26. Badal:). Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan 
yang didirikan berdasarkan hukum lndonersia dan berkedudukan dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indone.sia; 

27. Analisis Mengena~ pampa:k l:ing~'1n~an, yan~ se~anju~nya disebut A.MDAL, 
adalah kajian mengenai dampak besar dan pe.nting suatu usaha danlatau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan I atau 
kegiatan; . 

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan 
usaha pertambangan mineral dan batubara; 

29. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan 
dengan tahapan danl atau bagian kegiatan usaha pertambangan; 

'30. Izin Usah~ Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin 
yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk 
melakukan kegiatan usahajasa pertambangan; 

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan 
kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar 
menjq.di lebih ~aik tingkatkepidupannya; 

http:menjq.di
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32. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya dis~but WP, adalah wilayah yang 
mempunyai potensi mineral danlatau batubara dan tidak ·terikat dengan 
batasan administrasip~merintahan yang merupakan bagian dari' tata 
ruang nasionaJ.; .' . 	 . . 

33. Wilay?-h 	 Usaha P~rtamb~~, ,yang selanjutnya qisebut WUP,' adalah 
bagian dari WP yang memiliki ke.tersediaan data, potensi danlatal.:l 
informasi geologi; 

34. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah 
. ".": bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; 

\35. Wilayah 'Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN,· adalah 
bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. 

36. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah 
Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan; 

37. Wilayah 	Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, 
adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan; 

~38. Pengolahan dan. pemufQian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
.. meningkatkan mutu mineral danI atau batubara serta untuk 

memanfaatkan dap. memppro.leh wn~ral ikut~;. 
• ,. 'J <, .~ 

39. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk ·men~ta, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya; 

40. Kegiatan . pascatambang, yang selanjutnya.disebut pascatambang,. adalah 
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi 
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh 
wilayah penambangan; . 

41. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk 
melaksanakan pasca tambang; . 

42. Pembinaan adalahsegrua usaha yang mencakup pemberian pengarahan, 
petunjuk, . bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam. pelaksanaan 
penge.1olaanpertambangan; ", ' .' .• . 

43. Pengawasan adalah k~giatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai 
dengan rencana dan ketentuanPeraturan Perundang-undangan; 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN . 
Pasa12 

Pertambangan mineral danlatau batubara di daerah dikelola berasaskan : 

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; 

b. keberpihakan kepada kepentingan daerah; 

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;. 
. 	 ... 

d. 	 berkelanjutan dan berwawasan lingkungqn . 
. , .' PS:sa13 

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di daerah adalah : 

a. 	 menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha 
pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; 
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b. 	 menjamin manfaat pertambanganmineral dan batubara secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; 

c. 	 men,1amin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau 
sebagai s;umber energi untuk kebutuhan dalam negeri; 

d. 	 mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional da..n daerah 
agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 

e. 	 menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 
pertambangan mineral dan batubara di daerah; 

f. 	 meningkatkan pendapatan. masyarakat lokal, daerah serta menciptakan 
lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; , 

· g. 	 memberikan nilai tambali. 

BABIII 

OBJEK DAN RUANG LINGKUP 


Pasal 4 

· (1) 	 Objek pengelolaan mineral dan batubara meliputi jenis : mineral logam, 
mineral bukan logam, batuan dan batubara; 

(2) 	 Ruang lingkup pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : . 

a. kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan; 
b. wilayah pertambangan; 
c. usaha pertambangan; 
d. izin usaha pertambangan; 
e. pertambangan minerai dan batubara; 
f. da~ pertambang~n; t' • .I .!. 

. 	 I .! 

g. hak dan kew·ajiban; 
h. reklamasi dan pasca tambang; 
i. penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan; 
j. perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; 
k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 

BABIV 

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN 

Pasa! 5 

(1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab unt:uk melakukan 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah. 

(2) 	 Wewenang . dan tanggung jawab untukmelakukan pengelolaan. 
pertambangan mineral dt;ln ,batub.ara sebagaimana dimaksud pada ~yat (1) 
berada pada lintas kabupaten IKota.· .' .,. 

Pasal6 

· (1) 	 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan 
mineral.dan batubara meliputi : 

a. 	 pemberian IUP,pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan 
pengawasan usaha pertambangan eksplorasi pada lintas wilayah 
kabupaten /kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 
12 (dua belas) mil; 

". 

-"~--r'~~~"'-'-

. ", ~ .,',': . 
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b. 	 pemberian IUP, pembinaan, penye1esaian konflik masyarakat dan 
pengawasan usaha pertambangan operas! produksi yang kegiatannya 
berada pada lintas wilayahkabupaten.Jkota danl atau wilayah laut 4 
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

c. 	 pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha 
pertambangan yang berda,mpak lingkungan langsung lintas 
kabupaten I kota' danI atau wilayah laut 4 (empat) mil sampaidengan 
12 (dua belas) mil; . 

d. 	 penginventarisasian,:' p6nyeli8.ikan daii' penelitian' serta eksplorasi 
dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara 
sesuai dengan kewenangannya; 

e. 	 pengelolaan i'nformasi geologi, informasi potensi sumberdaya mineral 
dan, batubara, serta informasi pertambangan pada lintas kabupaten 
/kota. . 

f. 	 penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah 
/wilayah provinsi; 

g. 	 pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha 
pertambangan di provinsi; 

h. 	 pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha 
'pertambangan .dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 

i. 	 pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan 
peledak diwilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; , 

J. 	 penyampaian informasi hasil inventarisasi ,penyelidikan umum dan 
penelitian serta eksplorasi kepada menteri; 

k. 	 penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta 
ekspor kepada menteri; 

1. 	 pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan dan pasca 
tambang; . 

m. 	peningkatan kemampuan aparatur, pemerintah provmsl dan 
pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan 
usaha pertambangan; 

n. 	 memberikan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk izin 
usaha pertambangan; 

o. 	 'memberikan izin p~nj~m 'pakai kawasan hutan untuk izin. usaha 
pertambangah' rakyat'dengan'luasan paling'banyak 5(lima) hektare. 

(2) 	 Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan se~uai dengan peraturan perundang-undangan. 

BABV 

WILAYAH PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal7 

(1) 	 ,WP sebagai bagian dari tataruang, merup8.kan landasan bagi penetapan 
kegiatan pertambangan; 

(2) 	 WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah 
Daerah untuk ditetapkan 'Qleh' Pemerintah sesuai ;,ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasa18 

Pemerintah .Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian 
pertambangan dalam rangka penyiapanWP. 

, .1 . ('.' I.~ < 	 :! 

Pasal9 

WP terdiri atas : 

.a. WUP; 

b. WPR; 

c. WPN. 

Bagian Kedua 


Wilayah Usaha Pertambangan 


Paragraf 1 


UlDum 


Pasa110 


. WUP sebagaimana:dimaksu<;i dalflI!l pasal 9 huruf a terdiri atas : 

a. WUP mineral radioaktif; 

b: WUP minerallogal'If; 

'c. WUP batubara; 

d. WUP mineral bukan logam ;dan 

e. WUP batuan. 

Pasa111 

(1) 	 Pemerintah· Daerah menentukan WUP, yang disampaikan kepada 
Pemerintah untuk ditetapkan 

(2) 	 Penentuan' WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan 
menyediakan data dan informasi yang dimiliki pemerintah daerah 

; I~ 

Pasa112 

Gubernur menetapkan WUP ~ntuk pertambangan mineral bukan logam dan 
pertambangan mineral batuan setelah kewenangan penetapan dilimpahkan 
oleh Menteri 

Pasa113 

(1) 	 Untuk menetapkan WUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 
Gubernur dan Bupati / walikota sesuai kewenangannya dapat 
melakukan eksplorasi. 

(2) 	 Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada< ayat (I) dill;ikukan untuk 
memperoleh data dan informasi berupa : 

,,' 
a. Peta yang terdiri atas : 


1),peta geol?gi; I . I , " 


2) peta formasi batuan pembawa; 


3) peta geokimia;dan
. 
4) peta geofisika 

b. Perkiraan sumber daya dan cadangan. 
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." ':. :,' .(~) Gubernur dalam melakukan eksplorasi 'sebagaimana dimaksud pada ayat 
.... \~. (1) wajib berkoordinasi dengan menteri dan Bupati /walokota setempat 

(4l~ Bupati /Walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud 
:t pada ayat. (3) wajib berkoordinasi dengan Gubernur. 

Pasa114 

(1) 	 Data dan informasi hasH eksplorasi yang dilakukan oleh Gubernur dan 
Bupati /Walikota wajib diolah menjadi peta potensi / cadangan mineral 
dan /atau batubara . 

(2) 	 Peta potensi / cadangan mineral dan /atau batubara sebagaimana 
di:naksud pada ay~t (1~.paling sedikit memuat sebaran potensi -/cadangan 
mIneral dan / atau batubara 

(3) 	 Bupati /Walil,{ota' wajib 'menyampaikan potensi /cadangan mineral dan 
/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan 
hasH eksplorasi kepada menteri 

(4) 	 Peta potensi / cadangan' mineral dan / atau batubara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital. 

Paragraf2 


Penyusunan Rencana Penetapan 


Wilayah Usaha Pertambangan 


Pasa115 


(1) 	 Gubemur .sesuai dengan kewenangannya menyusun. usulan rencana 
penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan peta 
potensi mineral dan / atau batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
14 ayat (1) serta peta I p6,tens'i'~ cadangan·· mineral, dan/atau batubara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal14 ayat ( 2 ). 

(2) 	 WUP sebagaimana dimaks,ud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. memiliki formasi 	batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa 
miner;al1ogam, dan /atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, 
termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi; 

b. memiliki 	singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, 
batubara, mineral bukan logam dan / atau batuan; 

c. 	memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara; 

d. memiliki 1 (satu) 	atau lebih jenis mineral termasuk mi~eral ikutannya 
dan / atau batubara; 

e. 	tidak tumpang tindih'"'dengan WPR dan /atau WPN; 

f. 	 m~rupakan wilayah: yang ..dapat dirpanfaatk~n untuk kegiatan 
pertambangan secara berkelanjutan;dan 

g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana 
tata ruang. 

Paragraf3 


Penetapan WUayah Usaha Pertambangan 


Pasa116 


Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati /Walikota setempat 
menentukan wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 
(1) yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri. 

I ,~,.. 'j 

-'7:"''''''r~."-"~.,,-c=.;""...~...... --~--...-----
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Paragraf4
"'i.i~,;·. Penetapan Wilayah Izln Usaha,Pertambangan 
l,\ Pasa117 

(1) 	 Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 15 ayat (2)harus memenuhi kriteria : 

:'., . ' 

a. letak geografis; 
". :..':;~:.~;;~ 

'i 'b. ~aidah konse~asi; ,I, , 
).~ . 

c.' daya dukting lingkungan; . 	
.! 

d. optimalisasi sumber daya mineral ;dan 

e. tingkat kepadatan penduduk. 

(2) 	 Gubernur dalam menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam 
dan Jatau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

(3) 	 Gubernur menentukan luas dan batas "Y".IUP mineral logam dan Jatau 
batubara dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ) kepada menteri untuk memperoleh penetapan. 

(4) 	 WIUP mineral bukan logamdan Jatau batuan yang ditetapkan oleh 
Gubernur sesuai deng~n kewenangannya berdasarkan permohonan dari 
badan usaha ,koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. .' J.~ 

'. • } 'J 	 .! 

(5) 	 Dalam hal di WIUP minerallogam dan Jatau batubara terdapat komoditas 
tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang 
lainnya, wajib di~etapkan WIUP terlebih dahulu. 

Pasa118 

Satu WUP terdiri atas l(satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas 
Kabupaten JKota. 

Pasa119 

Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengusulkan luas 
dan batas WIUP mineral logam' dan batubara yang akan ditetapkan 
pemerintah. 

,.. 

, ! . .:pagl~Jl Ketiga ' . 
• t • 

Wilayah Pertambangan Rakyat 

Pasa120 ' 

. (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR 

(2) 	 WPR sebagaimana dimaksud' pada ayat (1) ditetapkan oleh, Bupati 
JWalikota setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JKota. 

(3) 	 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan data dan 
informasi serta penataan ruans. yang dimiliki provinsi. 

Bagian Keempat .. 

Wilayah Pencadangan Negara 

Pasa121 
• t ... . I.~ • ' ... •. " 

(1) 	 WPN dalam 'WP ditetapkan oleh pemerinta:h seteIah memperhatik~ 
aspirasi daerah. 
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(2) 	 Wilayah yang akan ;diusahakan untuk dijadikan WPN sebagaimana 
dimaksud pada ayat (f) berubah statusnya menjadi WUPK berdasarkan 
peraturan perundang-undangan: 

• , {, ",. J'~ 	 ., 

Pasal22 

(1)' Gubernur melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam mengusulkan 
'.. wilayah yang akan ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud 

\~. dalam pasal 21 ayat (2) 

(2)j 	 Pelaksanaankegiatan usaha pertambangan di WUPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk IUPK berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) 	 Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada 
lintas wilayah provinsi,lintas wilayah kabupaten /kota dan / atau dalam 1 
(satu) wilayah kabupaten /kota. 

Pasa123 

Gubernur melakukan koordit:la~i dalep1 mengusulkan luas dan batas y/IUPK 
mineral \logam dan" batubara~ yang' akan ditetapka:n oleh Pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BABVI 


USAHAPERTAMBANGAN 


Pasa124 


(1) 	 Usaha pertambangan mineral dan batubara dike1ompokan ke dalam 5 
(lima) jenis usaha pertambangan yaitu : 

a. 	 usaha pertambangan radioaktif; 

b. 	 usahapertambangan minerallogam; 

c. 	 usaha pertambangan bukan logam; 

d. 	 usaha pertambangan, bG!-tuan;, 
. • I . t. t t ... 	 •• 

e. 	 ~saha pertambangan batubara. 

(2) 	 Perubahan atas jenis usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasa125 
Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilaksanakan 
pada: 

a. 	 WUP; 

b. 	 WPR;dan 

c. 	 WUPK. 

BAB VII. 


IZIN USAHA PERTAMBANGAN 

• -' ~., 'j .; .~ , ~'. J 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasa126 

(1) 	 IUP terdiri atas2 (dua) tahap yaitu : 

a. 	 IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan 
studi kelayakan 
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b. 	 IUP Operasi prpduksi meliputi kegiatan konstruksi, 
penambangan,pengolahan dan pettl1.1rnian,serta pengangkutan dan 
penj:ualan. 

(2) 	 IUP minera1logam dan IUP batubara diberikan kepada pemenang l'e1ang di 
dalam WIUP minerallogam dan WIUP batubara; 

';'U3) 	 Pemegang IUP Eksplorasi dan' pemegang IUP Operasi Produksi dapat 
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

Pasa127 

(1) 	 .IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada- lintas wilayah ' 
kabl.J.paten IKota da.le.m'" 1(satu) Provinsi s~telah mendapatkan 
rekomendasi dari Bupati /walikota setempat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. , 

\ 	 (2) Gubernur dapat' memberikan rekomendasi terhadap IUP yang diberikan 
oleh menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.':\ 

Pasa128 

IUP diberikan kepada : 

a. 	 badan usaha; 
b. 	 koperasi;dan 
c. 	 perseorangan. ' 

Pasa129 
'. 	 • l ' : '"', I t~ , • ,. .~ 

(1 ) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat ( 1 ) huruf a 
wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : 

a. 	 Nama perusahaan; , 
b. 	 Lokasi dan luas wilayah; 
c. 	 Rencana Urnum tata ruang; 
d. 	 Jaminan kesungguhan; 
e. 	 Modal investasi; 
f. 	 Perpanjangan waktu tahap kegiatan; 
g. 	 Hak dan kewajiban pemegang IUP; 
h. 	 Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan; 
i. 	 Jenis usaha yang diberikan; 
j. 	 Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar 

wilayah pertambangan; 
k. 	 Perpajakan 
1. 	 Penyelesaian .p,erseli&ihap ter,l1lasuk hak.masyara~atadat 
m. 	 luran tetap dan iuran eksplorasi; dan ' ' , 
n. 	 AMDAL. 

(2) 	 IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) 
huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya : 

a. 	 Nama perusahaan; 
b. 	 Luas wilayah; 
c. 	 Lokasi penambnagan; 
d. 	 Lokasi [pengolahan dan pemurnian; 
e. 	 Pengangkutan dan penjualan; , 
f. 	 Modal investasi; 
g. 	 Jangka waktu berlakunya IUP; 
h. 	 J angka waktu tahap. kegiatan; 

, ' 



',' 

,,:;;,~ 

'\ 

(2), 

.' (3) 

(4) 

. :(5), 

(6) 

". 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

I, 	 , 

i. 	Penyelesaian masalah pertanahan termasuk hak m~syarakat adat; 
j. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang; 
k. 	Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang; 
L . Perpanjangan IUP; , 
m. 	,Ha,k dan kewajiban pemegang IU_Pi . "'.' 
n. 	Rencana pengerribangan_dan!pemberd4yaan 'masyarakat disekitar 

wilayah pertambangan; .' I . 

o. 	Perpajakan; 
p. 	Penyeiesaian perselisihan;. 
q. 	Ke~elamatan dan kesehatan kerja; 
r. 	Konservasi mineral atau batubara; I . 
s. Peman,faatan barangjasa dan teknologi dalam negeri; 

, t. 	 penerapan kaidah keekonomian dan' keteknikan pertambaqgan 
yang baik; 

u. Pengembangan tenaga kerja indonesia; 
v. 	Pengelolaan data mineral atau.'batubara;dan 
w. 	 Penguasaan, pengembangan dan penerapan tekqologi 

pertambangan mineral atau batubara. ,j 

Pasal30 

IUP sebagaimana dimaksud'dalam pasal 26 diperikan untuk 1 (satu) 
jenis mineraI atau batu,bara. 

Pemegang IUP sebagai~ana dim~ksud padk ayat (1) 'yang 'menemukan' 
mineral lain didalam wiup yang dikelola diberikan prioritas untuk 
mengusahakannya. 

Pemegang IUP' yang· oermaksud mengusahakan mineral' Jain 
sebagaimana dimaksud pa,da ayat (2) wajib mengajukan permohonan 

.lUP baru kepada Gubernur., 

Pemegang' IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
~enyatakan tidak berminat untuk mengusahakan··; mineral lain yang 
ditemukan tersebut. ' 

. 	 . 
Pemegang IUP yang tidak be;rmin,at uritukinengusahakan mineral lain 
yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga, 
mineral lain tersebut agar tidak dim"anfaatkan' pihak lain 

IUP untuk mineral lain s~bagaimana dimaksud pada ayat (4): dan ayat' 
(5)dapa~ diberikan kepaaa pihak lainlo1eh Gu~ernur. . 

~agian, Kf;'dua 

IUP Eksplorasi 

Pasal31 , 

IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan ' 
dalamjangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun., 

·1 

IUP Eksplorasi untuk .pertambangan mineral bukari logam dapat 
diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral 
bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tVjuh) tahun .. ,.: ! 

iUP Eksplorasi untuk "pertambangan battian dapat diberikan.dalam 
. jangka waktu paling lama 3, (tiga) tahun I . 

lUP Eksplorasi untuk pertaml;>angan !batubarJl dapat dlberikan dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. 

.--~.~.-----.-,-' 
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Pasa132 

,(1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang 
IUP,Eksplorasi yang mend'apafJ{an mineral atau batubara, yang 'tergali 

..,' wajib melaporkan kepada pemberi IUP .. 

;(~) Pemegang IUP Eksploras,i yang ingin menjual mineral atau batubara 
';1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara 

kepada ~ubernur untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 

Pasa133 

Mineral atau batubara yang tergali sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 
dikenakan iuran produksi. 

Bagian Ketiga 

IUP 	Operasi Produksi 

Pasa134 

(1) 	 Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi 
Produksi sebagai' kelanjutan kegidtan usaha:·pertambangan. ' . 

(2) 	 IUP Operasi produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau 
perseorangan atas hasH pelelangan WIUP mineral logam atau batubara 
yang telah memp'unyai data hasH kajian studi kelayakan. 

Pasal3.5 

(1) 	 IUP Operasi Produksi untuk pertambangan minerallogam dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh ) tahun dan dapat 
diperpanjang 2(dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun 

(2) 	 IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat 
diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh )tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(3) 	 IUP Operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan log~m jenis 
tertentu dapat diberikah 'dala.irl jangka waktu paling lama 20' (dua 
puluh)tahun dan· dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10( 
sepuluh) tahun. 

(4) 	 IUP Operasi produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lima )tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 5 (lima) tahun. 

(5) 	 IUP Operasi produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama· 20 (dua puluh )tahun dan dapat 
diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) ta.hun. 

Pasa136 

IUP Operasi Produksi diber-ikan oleh Gubernur apabila lokasi penambangan, 
lokasi pengolahan dan pemurnian l serta pelabuhan berada didalam wilayah 

.. kabupate,n / kota yang, berbeq.a ~etelah rnendapCl,tkan re~pmendasi dari .bupati 
/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . 

Pasa137 

'Tata cara pemberian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dilakukan 
berdasarkan'peraturan perundang~undangan. 
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,Bagian Keempat 

Pertambangan Mineral 

Paragraf 1 

Pertambangan Minerallogam 

PafJal38 

WIUP minerallogam diberikan kepada badan usaha,koperasi dan perseorangan 
dengan cara le1ang. . '. 

Pasal39 
'; ~ \: 

fi~ Pemegang IUP E~splora~i zp.ineral logam diberi WIUP dengan luas paling 
, sedikit 5.000(lima ribu)heldare' dan paling'banyak 'lOO.OOO(seratus ribu) 
~~are ' . 

(2) 	 Pada wilayah yang telah .diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat 
diberikan IUP kepada pihak lain untuk .mengusahakan mineral lain yang 
keterdapatannya berbeda. 

. . . 
(3) 	 Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan' setelah 

mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. 

Pasal40 

Pemegang IUP Operasi Produksi minerallogam diberi WIUP dengan luas paling 
banyak 25.000 (dua puluh lima) hektare. 

". 
Paragraf2' 

Pertambangan Min~ral Bu~an loga~ 

Pasal41 

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan 
perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin 
berdasarkan, peraturan perundang-undangan. 

Pasal42 

(1) 	 Pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas 
paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu ) hektare. 

(2) 	 Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam 
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain 
yang keterdapatannya;eerbeda. . 

(3) 	 Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di1akuk~ setelah . 
mempertimbangkan pendapatdati pemegarig IUP pertama. '. 

Pasa143 

. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas 
paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare. 

Paragraf3 

PertamQangan Batuan 

Pasal44 

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha'; koperasi dan perseorangan 

dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undartgan. . 


, I .! 

" '4 
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Pasa145 . 

(1) 	 Pemegang lUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 
(lima )hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare 

(2) 	 Pada wilayah yang telah d~berikah IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan 
IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang 
keterdapatannya berbeda 

(3) 	 Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 
mempertimbapgkan pendapat dati pemegang IUP pertama.· ' 

Pasa146 

. Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling 
banyak 1.000 (seribu) hektare. 

Bagian Kelhna 

Pertambangan Batubara 

Pasa147 
WIUP batubara diberikan kepada badan usaha,koperasi dan perseorangan 
dengan cara lelang. . 

Pasa148 
• '. ~ • < • 

lfl) Pemegang IUP Eksplorasi Batu.bara diberi WIUP dengan lua~ paling 
\ banyak 50.000 (lima puluh ':tibu ')hektare . 

. (2~ 	 Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat 
diberikan IUP kepada pih~ lain untuk mengusahakan mineral lain yang 
keterdapatannya' berbeda . 

(3) 	 Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 
mempertiinbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. 

Pasal 49 

Pemegang IUP Operasi produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling 
banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare. 

.... Pasal 50 

Tatacara memperoleh WIUP s~bagaimana dimaksud dalam pasal 47 dila,kukan 
berdasarkan ketentuan peraturab perundang-undangan.., '. 

Pasal 51 

.Gubemur sesual dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan 
rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP serta memberikan IUP 
Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka. 

Pasa152 

(1) 	 Badan usaha,koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha 
pertambangan wajib memenuhi persyarat§Ul administratif, persyaratan 
teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. ' 

(2) 	 Ketentuan lebih lanjut" mengenai persyaratan administratif, persyaratan 
teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana 
dimaksud pada ·ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang
undangan. 
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BAB VIII 
.... ' 

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 

! ", 	 Pa§a153 ,! 

(1) Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
., ":-" dikelompokan sebagai berikut: .' .,' ' 

.. ' ';:::." a. Pertambangan minerallogam; 

b. Pertambangan mineral bukan logam; 

c. Pertambangan batuan; 

d. Pertambangan batubara. 

(2) 	 Tata cara pemberian IPR dilakukan berdasarkan peraturan perunang
undangan. ' 

Pasa154 

Izin pinjam pakai kawasanhut,an untuk IPR 'dengan l:uas paling banyak 5 
(lima) hektare yang bersifat nonkomersial diberikan oleh Gubernur. 

BABIX 

DATAPERTAMBANGAN 

Pasa155 

Untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi pertambangan, Gubemur sesuaidengan kewenanngannya dapat 
menugasi lembaga riset daerah untuk: melakukan penyelidikan dan penelitian 
tentang pertambangan. 

Pasal56 

(1) 	 Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupa~an data 
milik Pemerintah' Daerah' ' 'j I ,I , ,I " 

(2) 	 Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah Daerah wajib 
disampaikan kepada Pem~rintah. 

,(3) 	 Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
oleh Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. 

BABX 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 57 

(1) 	 Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan 
usaha pertambangan, .baik kegiatan eksplorasi maupun kegiata~ operasi 
produksi sesuai dengan rup.yang1dimiliki; " .1 

(2) 	 Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk 
keperluan pertambangan, setelah memenuhi semua persyaratan sesuai 
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; 

(3) 	 Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau 
batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi 
atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif. 
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'1'.' 1 

Pasal5S] . 

(1) . Pemegang IUP tidak boleh.memiadahkan IUP -nyakepada pihak lain. 

(2)' 	 Untuk pengaliha,ri kepemJlikan dan / atau saham, di bu~sa saham 
,Indonesia hanya dapat' dilakukan . setelah melakukan kegiatan 
'eksplorasi tahapan tertentu:' , 

(3) 	 Pengalihan' kepemilikan dan /atau saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat·~ . ' 
a. 	 Harus menyampaikan -kepada 'Menteri, Gubernur atau 'Bupati ' 

, / W alikota sesua~ dengan kewenangan11:p ya; dan . 

b. 	 Sepanjang :tida,k, berte'ntan'gan dengan ketentuan peraturan, . 
perundang-undanga,n. ' 

, Pasal59 

Pemegang IUP .dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan 
sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BagianKedua 
- Kewajiban . 

Pasa.1 60 

Pemegang IUP wajib : 

a. ,menerapkan kaidah teknikpertambangan yang baik; . 

b. mehgelola keuangan sesuai dengan ,sistem arkuntansi Indonesia; 
. 	 ~ .... 1 .. 

c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan / atau batubara; . 

',' d. ,melaksanakan pengeriJ.bangan, dan masyarakat 
, setempat; dan 

e. 	 rnematuhi batas toleransi' daya-dukung lingkungan. 

Pas~1 61 

Dalam penerapan kaid'ah teknik pertambangan.yang baik, pemegangIUP 
, wajib melaksanakan : ' 

a. ketentuan keselamatan dan k~sehatan kerja pertambangan; 

b. k~selamatan operasi pertambangan; 

c. 	 pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambarigan, termasuk 
kegiatan reklamasi dan pasca tambang; , 

, , 	 ' "I 

d. 'upaya konservas~ sumber daya mineral dan~atu.bara; 

, 	. e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan' usaha 'pertambangan 
dalain bentuk padat, c'air atau gas sampai memenuhi standar baku 
mutu ~ingkungan sebelum dilepas ke n;tedia lingkungan. ' 

PasaJ 62 

Pemegang ,IUP wajib 'menjamin penerapan standar 'dan baku mutu 
lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. 

_..:...--t----:- - -- --- .--~ 
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Pasa163 

Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukungan 
~umber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. ' 

Pasa164 

: \ (1) 	 pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan 
pemurnian hasH'penambangan di wilayah Sulawesi Tenggara. 

(2) 	 Pemegang IUP s<:!bagaimaria ditrlaksud pada ayat (1) dapat mengoHili dan 
memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. ' 

Pas~165 

(1 ) untuk .' pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat melakukan kerJa sarna 
dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah 
mendapatkan IUP. 

'(2) 	 , IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk mengolahan dan pemurnian 
yang dikeluarkan oleh Gubernur. 

(3) 	 Pemegang IUP sebagai,rnana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan 
pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki 
IUP atau IPR. 

.~ 

Pasa166 

(1) 	 Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang 
bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib 
terlebil;1 dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. 

(2) 	 lUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 
(satu) kali penjualan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. 

(3) 	 Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagamana 
dimaksud pada ayat(l) dikenai iuran produksi. 

(4) 	 Badan usaha se1;>agaimana dimaksud pada ayat (1) dan, ayat (2) wajib 
menyarnpaikan laporan hasH penjualan mineral dan / atau batubara 
yang tergali kepada Gl1bernur sesuai dengan kewenangan. 

I, " Pasa167 , 	 ' .1 

(1) 	 Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja 
setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) 	 Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan pengarusutamaan gender 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasa168 

Dalam melakukan kegitan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib 
mengikutsertakan pengusaha lokal yangada di daerah tersebut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

... 
Pas~169 

(1) 	 Pemegang HJP, eksplorasfj dan ·~'IUP operasi produksi wajib menyusun 
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 

-,-------;:-_.'.'--, 	 --. 



- 20 

" ... 	(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimakstid pada ayat(l) 
wajib dikonsultasikah..kepada pemerintah daerah, dan masyarakat.\3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat sebcigaimana dimaksud pada ayat (l),·diatur 
dengan peraturan Gubernur. 

Pasa170 

.:~emegang IUP wajib' menyei-~hkan seluruh data yang diperoleh dari hasil 
eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur sesuaidengan 
kewenangannya. 

Pasa171 

(1) 	 Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas 
rencana kerja· dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral 
dan batubara kepada Gu1?erriur sesuai dengan kewenangannya. 

(2) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara 
penyampaian laporan"sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

. . 
• l , ~ . .1 

Pasa172 

(1 ) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan / atau IUP Produksi Khusus 
pengangkutan dan penjualan dalam melaksanakan pengangkutan dan 
penjualan bahan galian menggunakan jalan umum dan/atau perairan 
umum' wajib. memiliki surat· keterangan asal bahan galiap yang 
di;keluarkan oleh instansi. teknis yang .membidangi pertambangan 
kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. 

(2) 	 Surat keterangan asal bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh Dinas apabila bahan galian diangkut Hntas 
kabupaten/kota. 

(3) 	 Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara pemberian surat keterangan 
asal bahan galian diatnr lebih lanjut dengan peraturan Guberrtur. 

• . 1 

BABXI 

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATaN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN 
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS 

Pasa173 

(1 ) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan 
kepada pemegang IUP apabila terjadi: 

a. Keadaan kahar; 

b. Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian 
sebahagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;. 

c. Apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat 
menanggung beban'" kegiatan operasi produksi sumber daya mineral 
dan / atau batubara yang dilakukan di wilayahnya. 

(2) 	 perighentian· seinentar~ kegiatkri usaha' pertamoangan sebagwmana 
. dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP. . 

(3) 	 Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan 
Gubernur. 

--.,-.- _._--_ ... 
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(4) Perighentian' sementara:' s~bag~in8na dimaksud p'ada ayat (1) huruf C 

dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkari 
permohonan masyarakat, kepada Gubernur. . 

'. (5) Gubernur wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak
• disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut di terima. 

Pasa174 

(1) 	 Jangka waktu penghentian sementara karena keadaankahar dan / atau 
keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 
(1) diberikan paling lama' 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling 
banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. 

. 	 y 

(2) 	 Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara 
ber~hir pemeg~ng IUP ~udah siap melakukan ).<egiatan operasinya, 
kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur, atau 
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) 	 Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah 
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).' 

Pasa175 . 

(1) 	 Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) 
huruf a , kewajiban pemegangIUP terhadap pemerintah daerah tidak 
berlaku. 

(2) 	 Apabila penghentian. sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena keadaan yang....menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
73 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pe1!lerintah 
daerah tetap. berlaku. • j .1 '.. I. 1.\, 

(3) 	 Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan 
karena kondisi daya duk:ung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 73 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap 
pemerintah daerah tetap berlaku. 

Pasa176 

Ketentuan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, pasal 74, dan pasal 75 dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
'"' BERAKHIRNYA IZIN USAHAPERTAMBANGAN 

. , I '.• Pasa177 

IUP berakhir karena: 

a. dikembalikan; 

b. dicabut atau; 

c. habis masa berlakunya; 

Pasa178 

(1) 	 Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP- nya dengan pernyataan 
tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas. 

- - -, '-;-:::.-,-.,. --- ...... 
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(2) 	 PengembalianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah 
setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah memenuhi kewajibannya. 

Pasa179 

IUP wajib dicabut oleh Gubernur apabila: 

a. 	 Pemegang IUP tidak memem.lhi kewajiban yang ditetapaKan dalam IUP 
serta peraturan perundaFlg-undangan. 

b. 	 Pemegang IUP melakukan tindakpidana berdasarkan p~raturan
perundang-undangan. .I.' 1.1 	 • 

c. 	 Pemegang IUP dinyatakan pailit. 

Pasa180 

Dalam hal jangka. waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak 
diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau 
pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut 
berakhir. 

Pasa181 

(1 ) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir .·karena alasan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 77 wajib memenuhi dan menyelesa'ikan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) 	 Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) qianggap 
telah dipenuhi setelah merldapai persetuju'an dari Ouberriur. . 

Pasa182 

. (1) 	 IUP yang telah dikembalikan,. dicabut, atau habis masa berlakunya 
sebagaImana dimaksud dalam pasal 77 dikembalikan kepada Gubernur. 

(2) 	 WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditawarkan kepada. badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui 
mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasa183 

Apabila IUP berakhir, pem~ang IUP wajib· menyerahkan seluruh. data yang 
diperoleh darihasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur. 

• • • 	 I.~. 

· BABXIII 

USAHA JASA PERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu 

Bentuk1 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan 

Pasa184 

(1) 	 Dalam menyelenggarakan Usaha Jasa Pertambangan, Pemegang IUP 
mineral bukan logam, batuan dan batubara harus menggunakan 
Perusahaan Jasa Pertambangan lokal dan / atau nasional; . 

(2) 	 Dalam hal tidak terdaeat Perusahaan JasaPertambangan seoagaimana 
dimaksud pada ayat(l), Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan 
Jasa Pertambangan lain sesuaJ. ketentuan Peraturan Per:undang
undangan; . I 	 ,:.: I 
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(3) 	 Perusahaan Jasa Pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ada.1ah perusahaan yang didirikan dengan berbadan hukum Indonesia. 

Bagian Kedua 

. ~enisQ'sapa JQ.s~ Perta~bangan ,; 

, Pasa185 
(1) 	 PengusahaanJasa Pert~bangan dikelompokkan terdiri atas : 

a. usaha jasa. pettambangan; dan 

b. usahajasa pertambangan non inti. 

(2) 	 Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi : 

a. Konsultasi, pereneanaan, pelaksanaan dan pengujian pera.1atan 
dibidang: 

1. penyelidikan umum; 
2. ekspiorasi; 
3. studi kelayakan; '-' 
4. konstruksi pertambangan; 
5.,pengang~tan; " 'j , ,~ ,i 

6. lingkungan pertambangan; 
7. paseatambang dan reklamasi; danjatau 
8. keselamataq dan kesehatan kerja. 

b. Konsultasi, pereneanaan, dan pengujian peralatan di bidang: 

1. penambangan; atau 
2. pengolahan dan pemurnian. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan 

Pasa186 

(1) 	 Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat: menggunakan 
jasa 	 pertambangan 'setelah reneana kerja kegiatannya' mendapat 
persetujlian dari Gubernur; 

(2) 	 Pemegang IUP sebagaimana din'laksud pada ayat {If wajib menggunakan 
Perusahaan: Jasa Pertambangan Loka.1; 

(3) 	 Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal danjatau 
Perusahaan Jasa Pertamhangan Nasional yang izinnya diterbitkan oleh 
menteri, pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa 
Pertambangari lain; 

(4) 	 Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke 
media massa lokal danjatau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa 
Pertambangan Lokal danjatau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional 
yang mampu seeara finansia.1 danjatau tek~s; 

(5) 	Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di 
bidang jasa pertamb-angan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian 
pekerjaan yaqg didapatkan,nya' kepada Perusahaan; Jasa Pertambangan 
Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya; 

(6) 	 Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, 
transparan dan kewaja.ran. 

"~'--.-.,-.--~-::. -------:-;, 
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.! , 

Pasa187 

Dalam hal pemegang IVP menggunakan jasa pertambangan berbentuk ora..r,t.g 
perseorangan hanya ·dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai

'berikut: 

a. jenis usaha Jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; danlatau 

b. usahajasa pertambangan non inti. 

. Pasa188 

(1) 	 Setiap pemegang IVP yang akan memberikan pekerjaan kepada 
perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang 
berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran. 

.... 
(2) 	 Pemegang IVP dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang 

di1~kan ole~ p~taku u~;ili~ ja~~ p~rtamba-!1gan. ,; 

.Pasa189· 

(1) 	 Pemegang IVP dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya 
dalam bidang usaha jasa pertambangandi wilayah usaha pertambangan 
yang diusahak~nnya; . 

(2) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan 
persetujuan keikutsertaan anak perusahaan danlatau afiliasinya dalam 
usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. . 

Pasa190 

(1) 	 Penggunaan Jasa Pedambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 
dan Pasal 88 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IVP. 

.' , ~ . . 	 '.' 

(2) 	 Tanggung jawah 'sebaga1mana ·dimak:sud pada aya1 (1) meliputi aspek 
teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan·, 
dan lindungan lingkungan pertambangan. 

Bagian Ke.empat 
Perizinan 

Pasa191 . 


(1) 	 Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 
ayat (1) huruf a dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IVJP 
dari Gubernur; . 

(2) 	 IVJP diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Vsaha Jasa pertambangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha 
jasa pertambangan da.1am wilayah Provinsi yang bersangkutan.. 

.. . PQsa192. , • 'J . 	 ,I 

(1) 	 Pelaku Vsaha Jasa Pertambangan Non Inti ~ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat .melakukan kegiatannya setelah 
mendapatkan SKT dari Gubernur; 

,(2) 	 SKT diberikan oleh gubernur kepada pelaku Vsaha Jasa Pertambangan 
Non IntI sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) untuk melakukan kegiatan 
Vsaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah provinsi yang 
bersangkutan. 

Pas.a193 

(1) 	 IVJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun 
dan dapat diperpanjang. . 

.... 

.f •• 
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(2) 	 Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka 
waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum)UJP atau SKT berakhir. 

(3) 	 IUJP atau SKT yang. telah diberikan kepada pelaku usaha jasa 
pertambangan dilarang--ciipindahtangankan kepada pihak lain. . 

(4) 	 IUJP atau SKTdiberikan berdasarkan permohonan : 
'. 	 ' , . r " J t~ •a.bam; .. , . ,. 

b. 	perpanjangan; atau . 

c. 	perubahan. 

(5) 	 Permoh9nan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
diajukan apabila terjadi perubahan : 

a. klasifikasi; dan/atau 

b.kualifikasi. 

Pasa194 

Permohonan. IUJP dan SKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) 
diajukan secara tertulis kepada Gubemur. .. 

'.1 .:. 	 .i'OJ BnXIV 
PENGEMBANGANUSAHAPERTAMBANGAN 

Bagian Kesatu· 
.Umum 

Pasal95 

(1) 	 Pengembangan usaha pertambangan diarahkan untuk meningkatkan 
nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja; 

(2) 	 Pengembangan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diarahkan pada Pusat Kawasan Industri Pertambangan yaitu : PKIP 
Awila, PKIP Laiwai, PKIPKaroni, PKIP Pomalaa, PKIP Kapolimu; 

(3) 	 Sistem hubungan antar· industri didalam kawasan mengacu kepada 
konsep kebijakan pengembangan industri nasionaL 

Pasa196 
. 	 I • • i ,~. , 

(1) 	 Pengembangah Pusat Kawasan Industri Pertambangan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 95 dilaksanakan dengan strategi pengelolaan 
terpadu; 

. (2) 	 Strategi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui .~ 

a. 	penelitian dan pemanfaatan potensi mineral dan batubara; 
b. 	peningkatan kualitas pengujian potensi; 
c. 	peningkatan promosi dan penarikan inve~tasi; 
d. pengembangan teknologi penambangan, pengolahan dan pemurnlan 

mineral dan batubara; . . 
e. 	pembangunan Infrastruktur listrik, jalan, pelabuhan dan fasilitas 

penunjang lainnya; 
f. 	 keterkaitan dengan 'pembangunan sektor-sektor lainnya; dan· 
g. peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan pemb~ngunan 

berkelanjutan: I ,.' I ,\ . ,! • 

'I 
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'(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

'(2) 

(3) 

Bagian Kedua 
• t . :. • # i l~ '. 

'Peningkatan Nilai Tambah, pengolah'~n 
d.an pemurnian 1I.liner.al dan batubara 

. Pasal97 
Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan 
pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral 
yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sarna 
dengan perusahaan, pemegang IUP lainnya di Sulawesi Tenggara; 

Perusahaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telahmendapatkan IUP 
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ; 

IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dliU1 pemumian 
sebagaimana dimaks:ud. pada ayat (2) diberikan oleh gubernur pada 
wilayah Lintas KabupatenjKota danjatau wilayah laut 4 mil sampai 
dengan 12 mil d~i garis pa;r:tai; I.~ . . 

• ,. l •. 

Peningkatan nilai tambah batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara. ' 

Bagian Ketiga 
Penelitian dan pengembangan serta 


Pendidikan dan pelatihan 

Pasal.98· 


Pemerintah daerah wajib mendorong, melaksanakan danjatau 
memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan 
batubara; 

Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan danjatau 
memfasilitasi penyelertggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 
di bidang pengusahaanmineral danbatubara; 

Penyelenggaraan' I danjatau peIaksanaan' pendidikan dan pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah, KabupatenjKota, swasta dan rriasyarakat. 

·BABXV 
PERLINDUNGAN DAN PEMBElIDAYAAN MASYARAKAT . . 

Ba,gian Kesatu 
Pe~lindungan Masyarakat 

Paragraf 1 

Umum 


Pasa199 

Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha 
pertambangan yang di,lakukan oleh pemegang IUP berhak : .... 
a. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam 

pengusahaan . Ikegia~n '. per.t.ambangan. sesuai. dengan ketentuan 
Peraturan Perun,dang-undangan; ,. 

b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat 
pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. 

Gubernur berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak 
masyarakat di mana kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan; , 

Perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dalam bentuk memfasilitasi penyelesaianhak-hak masyarakat dengan 
pihak pemegang IUP. 

http:Pasal.98
http:1I.liner.al
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Paragraf2 
Penggunaan Tan:a.h untuk Kegiatan Usaha Pertambangan 

¥ 	 . 

Pasal 100' 

(1) 	 Hak·.atas WIU? tidak melipu,ti halt atas tanah permukaan bumi; 

(2) 	 Kegiatan usaha pertarribatigan .tidak dapat dilaksanakan pada tempat 
yang dilarang untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; . 

(3) 	 Kegiatat;l sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 
mendapat izin'dari instansi yang berwenang. 

Pasal 101 

(1) 	 Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat melaksanakan kegiatannya 
setelah mendapat persetujuan dan telah menyelesaikan hak atas tanah, 
bangunan dan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi dengan pemegang 
hak atas tanah, bangunan dan tanaman sesuai dengan kesepakatan dan 
ketentuan Peraturan Berundang-undangan yang berlaku; 

¥ 

(2) 	 Penyelesaian hak atas tanah, bangunan dan tanaman oleh pemegang IUP 
sebagaimana dirpfiksud ,.pat;ia ayat (1) dap~t dilaku,kan secara bertahap 
sesuai dengart kebutuhan danlatau secara keselurufian; . 

(3) 	 Gubernur dan Bupati/Walikota serta aparatur pemerintah setempat 
memfasilitasi p~nyelesaian hak atas tanah, bangunan dan tanaman 
antara pemegang IUP dengan pemegang hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) .. 

Pasal 102 

Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang 
tanah, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 103 
. Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan H~k Atas Tanah. 

... 	 Bagian Kedua 
Pemberdayaan Masyarakat 

... • '. 14!t, 

. Pasal 104 .1 

(1) 	 Pemegang IUP wajib membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat 
di mana lokasi 'kegiatan' usaha pertambangan dilaksanakan danlatau 
lokasi lain yang terkena dampak; 

(2) 	 Program . pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IUP 
berdasarkan masukan dan kesepakatan dari hasH musyawarah antara 
pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah 
Kabupatenl Kota, kecamatan, kelurahan dan masyarakat setempat yang 
mencakup sasaran yang akan dicapai .termasuk jenis dan volume 
kegiatan, jadwal kegiatanserta biaya yang akan digunakan;' 

(3) 	 Program. Perencanaalr Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan 
Masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah 
sebagaimana ~imaksudpadp. ayat (2) wajib .dipedomani dan dilaksanakan 
oleh pemegang IUP. 

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud 
Gubernur dalam bentuk dokumen 
pemberdayaan masyarakat setempat; 

pada 
peng

ayat 
emban

(2) 
gan 

disahkan 
wilayah 

oleh 
dan 
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I .; 

(5) Pemegang IUP melaporkan program pengembangan wilayah dan 
pemberdayaan masyarakat setempat termasuk anggaran biaya kegiatan 
kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas; 

, (6) Progra.x:n penge~bangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat 
sebag81mana dlmaksud pada ayat (2)' dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Biaya ' 

Pasal105 
. 

Pemegang IUP wajib 
pengembangan wilayah 

me
dan 

nyampaikan laporan pela
pemberdayaan masyarakat 

ksanaan 
setempat 

kegiatan 
kepada 

Gubemur Cq. Kepala Dinas. 

BABXVI 
REKLAJdASIDAN PA,SCATAMBANG 

Bagian Kesatu 
• I ... 'U1num 	 .! 

Pasal106, 

(1) 	 Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi; 
(2) 	 Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca 

tambang; 

(3) 	 Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana 
pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi; 

(4) 	 Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan hasH eksplorasi, 
studi kelayakan, AMDAL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang 
telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. . 

(5) 	 Rencana reklamasi' dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan : 

a. 	 prinsip-prinsip lingktin:gan 'hidup pert'ambangan, keselamatan dan 
kesehatan kerja serta prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b. 	 peraturan perundang-undangan yang terkait; 

c. 	 kondisi spesifik daerah. 

aagian Kedua 
Rencana Reklamasi 

Pasal107 

(1) 	 Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) 
disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memuat rencana 
reklamasi setiap tahu.n, setelah dilakukan telaahan dan evaluasi untuk 
mendapat persetujuarl:: persetujuan bersyarat atau penolakan dari 
Pemerintah Daerah yang dapat dilimpahkan kepada instansi berw~nang. 

(2) 	 Dalam hal umur tambarig kurail'g dad 5 (lima) tahun, rencana reklamasi 
disusun sesuai dengan umur tambang. 

(3) 	 Rencana reklamasi meliputi : 

a. 	tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; 

b. 	rencana pembukaan lahan; 

c. 	program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas 
tambang dan lahan diluar bekas tambang yang bersifat sementara dan 
atau permanen; dan 

d. 	kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, 
revegetasi pekerjaan sipil dan penyelesian.. akhir; dan 
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e. 	rencana biaya reklamasi terdiri dari atas biaya langsung dan tidak 
langsung. 

(4) 	 Lahan diluar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

c meliputi : 


a. 	 Tempat penimbunan tanah penutup; 

b. 	 Tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan 
tambang; . 

c. 	 Jalan; 
J.~ 	 • 

d. 	 Pabrikl instalasi pengolahan dan pemur~ian; 
e. 	 Bangunan/instalasi sarana penunjang; 

f. 	 Kantor dan perumahan; 

g. 	 Pelabuhan ~husus; danl atau 

h. 	 Lahan penimbunan danl atau pengendapan tailing. 

Bagian Ketiga 
Rencana Pascatambang 

Pasal108 
(I) 	 Rencana pasca tambang· sebagaimana dhnaksud dalam ,Pasal 106 ayat 

(3) 	disusun meliputi : . 
... 

a. 	 profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan 
dan peruntukan lahap, .rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain 
di sekitar tanibang; ., , I". .\ . •• 

b. 	 deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, 
sistem dan rp.etoda penambangan, pengolahan dan pemurnian serta 
fasilitas penunjang 

c. 	 rona lingkungan akhir lahan .pascatambang, meliputi keadaan 

cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air 

tanah serta biologi akuatik dan tersterial. 


d. 	 program pascatambang, meliputi : 

1.. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas 
tambang; 

2. 	 Pemeliharaan hasH reklamasi; 
3. 	 pengembanganGan pemberdayaan masyarakat; dan 
4. 	 pemantauan. 

e. 	 organisasi. termasuk Jadwal p~laksanaair pascatambang; 

f. 	 kriteria keberhasilan pascatambang;. dan 

g. 	 rencana biay~ pascatarnbang meliputi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung. 


(2) 	 Dalam tnenyusun Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hams berkonsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau 
instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan mineral dan 
batubara, instansi terkait lainnya dan mas),arakat. 

(3) 	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan 
pelaksanaan pascatambang diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Bagian keempat . . 
Tim pengawasan Reklamasi c:lan pasca Tambang 

pa,sallQ9 
(I) 	 Dalam rangk~ pelaksanaart. Reklamasi dan·Pasca tambang diberituk Tim 

untuk melakukan Pengawasan Reklamasi dan pasca tambang; 

. ... 
• I"!\. 
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(2) 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

Tim Pengawas Reklamasi dari pasca tambang sebagaimami dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.. 

. .... 

BABXVII 
PEMBINAAN, PENGAW~SAN DANPENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaa,n dan Pengawasan 

Pasal 110 

Gubernur bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan 
atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan 
yang dilakukan oleh pemegang IUP. 

Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan di bidang 
usaha pertambangan yang . dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundarlg-undangan. . 

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) 
meliputi: . 

a. 	 pemberian peaoman' dan St~ridar peiaksanaari· pengelolaan usaha 
pertarnbangan; 

b. 	 pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
c. 	 pendidikan dan pelatilian; .dan 
d. 	 pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; 
e. 	 pendidikan dan pelatihan; dan 
f. 	 perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan 
batubara. 

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) 	dilakukan terhadap ; 

a. 	 teknis pertambangan; 
b. 	 pemasaran; .., 
c. 	 keuangan; 
d. 	 pengolahan d~ta min~r~ dan .batubara;·. . 
e. 	 konservasi sumber daya mineral dan batubara; 
f. 	 keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 
g. 	 operasi pertambangan; 
h. 	 pengelolaan llngkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 
i. 	 pem!3-nfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan 

rancang barigun dalam negeri; 
J. 	 pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 
k. 	 pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; 
1. 	 penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; 
m. 	kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang 

menyangkut kepentingan urnum; 
n. 	 pengelolaan IUP; danjumlah, jen'is," dan mutu' hasil usaha 

pertambangan. 
Gubernuf Cq. Kepala .... Dinas melaporkan secara berkala pelaksanaan. 
pembinaan dan pengawasa:p terhFdap usaha pertambangan yang .n:enjadi 
kewenangannya sekurang-kurangnya sekalfdalam 6;'(enam) bulan kepada 
Menteri. 

Pasal111 
Gubernur bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan 
pembangunan pengolahan dan perournian mineral dan batubara dalam 
rangka peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. 
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(2) 	 Pembinaan dan pengawasan pembangunan pengolahan dan pemurnian 
mineral

t 

dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambahmineral 
dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a.·pembangunan pengolahan dan pemumian mineral dan batubara 

b. pengolahan dan pemurnian mineral danbatubara. 

c. produksi pengolahan dan pemurniai1 mineral dan batubara meliputi 
jumlah dan jenis feed/umpan yang dibutuhkan, asat sumber feed, 
jumlah. produksiJenis dan kualitas mineral / unsur utama dan mineral 
/unsur ikutan dan tailing yang dihasilkan. 

'J .; " Pasal.112 

(1) 	 Bupati /Walikota wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai 
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya 
kepada gubernul1 secara .berkala setiap 6 (enam) bulan. 

. (2) Laporan Bupati /Walikota kepada gubernur mengenai pengelolaan kegiatan 
usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. jumlah IUP; 

b.luas lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan dan luas lahan 
yang telah direklamasi; . 

c. jumlah produksi dan penjualan mineral dan batubara; 

d. realisasipenerirtlaan royaltty dan iuran tetap 

e. 	pengawasan terhad'ap pemegang IUP yang telah diterbitkan meliputi 
aspek teknis pertambangan, peniasaran, keuangan, pengol~an data 
mineral dan batubara/keselairiatan dan kesehatan! kerjapertambangan, 
keselamatan operasi pertambangan, pengolahan lingkungan hidup, 
reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barangJasa, teknologi, dan 
kemampuan rekayasadan rancang bangun dalam negeri; 

f. 	 jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan; 

g. 	konflik sosial akibat kegiatan pertambangan dan penyelesaiannya. 

Pasal 113 

(1) Gubernur melakukan verifikasi dan' evaluasi terhadap laporan 
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang disampaikan oleh bupati 
/walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 112 melalui pemeriksaan 
langsung pada IUP di lapangan. ' 

(2) 	 Gubernur dapat menunjuk Tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi 
pengelolaan kegiatan usaha pertambangan oleh bupati / walikota .. 

(3) 	 Tim 'sebagaimana' dimak'sud p~da' ayat ( 2) terdirr'dari ketua,sekretaris 
dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur . 

(4) 	 HasH verifikasi. dan evaluasi yang dilaksanakan oleh gubernur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati 
/walikota dengan tembusan kepada menteri 

(5) 	 Bupati /Walikota wajib menindak lanjuti hasH verifikasi dan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh gubernur. 

Pasal 114 
(1) 	 Pengawasan sebagaimana dimak~ud dalam Pasal 110 ayat (4) huruf a, 

huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf I, dilakukan.oleh Inspektur 
Tambang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

". 
(2) 	 Inspektur Tambang sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) diangkat oleh 

Gubernur. 
! ,~, 

--_.'---.-.-.'------.. 
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(3) 	 Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Inspektur Tambang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan inspektur 
tambang pusat. '"' 

BQ.gian KeduQ. 
... ,. .rengend.alian .! 

Pasa1115 

(1) 	 Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan lOP yang berada 
dalam kawasan' hutan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 
pemerintah daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis dari 
Gubernur; 	 .. 

(2) 	 Apabila pemerintah kabupaten/kota menerbitkan lOP yang berada dalam 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa 
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah I maka dapat 
dibatalkan oleh Gl:J.bernur; 

(3) 	 Setiap lOP dan IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah KFtbupaten/Kota 
harus didaftarkan Pada Sistem Informasi Geografis (SIG) Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. 

. !Jagian Ketiga
• .. I. I .~ .

Pemeriksaan dan.Pengujian .1 

Pasa1116 
(1) 	 Ontuk menjamin terpen~hinya standar mutu terhadap sifat fisik dan 

kimia mineral dan batubara, terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan 
dan pengujian. 

(2) 	 Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Potensi Energi dan Sumber 
Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. 

(3) 	 Ketentuan lebih lanjut tentang tata eara pemeriksaan dan pengujian 
mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur 
dalam peraturan gubernur. 

BAB XVIII 

SANKSI ADMINISTRASI 


.. ", 	 Pasal·117 

(1) 	 Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada Pemegang lOP 
apabila: 
a. tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IOPdiberikan; 

b. memindahtangankan lOP kepada pihak lain; 

e. 	tidak melakukan pengamanan terhadap jenis bahan galian mineral 
danlatau batubara lain yang ditemukan; 

d. tidak mengutamakan penggunaan tenaga kerja danlatau jasa lokal 
Sulawesi Tenggara, produk barang dalam negeri serta tidak 
mengembangkan kemitraan dengan masyarakat danlatau pengusaha 
keeil .dan mene~15ah setempat berdasarkan prinsip saling 
menguntungkan; 

e. 	tidak melakuk.a,n pem~rnian dan} atau p~ngolahaI;l di wilayah Sulawesi 
Tenggara atau dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah 
komoditi dan peneiptaan lapangan kerja; 

f. 	 melakukan kerjasama pengolahan dan pemurnian dengan badan usaha 
atau perorangan lain yang tidak memiliki lOP Operasi Produksi; 

, ,.---..~---
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g. 	tidak melakukan perubahan rencana pascatambang dalam hal terjadi 
perubahan sistem penambangan, perubahan umur tambang, 
perubahan sa:r:ana danj.atau prasarana tambang; 

h. tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang; 

i. 	tidak melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja 
pertambangan, pengelolaan dan perriantauan lingkungan berdasarkan 
standar baku mutu lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi, upaya 
konservasi, pengelolaan sisa suatu kegiatan serta norma-norma praktek 
pertambangan yang baik dan benar; 

J. 	 memakai jasa badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki izin 
usaha jasa pertambangan; . . ' 

k. tidak menyampaik~ laporan kegiatan .usaha pertambangan secara 
berkala kepada Guber~u~.. 

. '. 	 j l: .\ J 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(l) berupa : 

a. 	Peringatan tertulis; 

b. 	Penghentian sementara sebagian atau seluas kegiatan eksplorasi atau 
opera$i produksi dan atau; 

c. 	Pencabutan IUP 
BABXIX 

KETENTUANPENYIDIKAN 
Pasa! 118 

(1) 	 Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingl,{ungan Pemerintah Daerah di 
beri wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidangJ'ertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

(2) 	 Penyidikan sebagaimana dimaksud padaayat(l) adalah:Pegawai 'Negeri 
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
Undangan; 

. (3) Wewenang penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. 	 menerima,mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang pertambangan 
mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. 	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang . kebenaran perbuatan y'ang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral 
dan batubara; , 

c. 	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan 'dengan !tiridak I pidana di 'bidang pertambangan mineral 
dan batubara; 

d. 	 memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; 

e. 	 melakukan. penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumfm lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 

f. 	 meminta bantuan tenaga ahli dalaIl). rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan 
batubara; 
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g. 	 menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas seseorang dan atau bahan dokumen yang dibawa ; 

h. 	 memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 

i. 	 memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;' . . 

j. 	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
" •.' . l.' • •. "~, 	 , 

k. 	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 
ketentuan Pe~aturan Perundang-undangan. 

(4) 	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
. dimulainya penyidikan dan menyampaikanhasil penyidikannya· kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan .yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

. BAB XX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 119 

(1) 	 Setiap orang yang melakukan. usaha penambangan tanpa IUP 
sebagaimana dimaksud dal!illl pasal 27, pasal 30 ayat (3) dan pasal 36 
dipidana sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) 	 Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam· pasal 70 dan pasal 71 ayat (1) dengan tidak benar atau 
menyampaikan keterangan palsu dipidana sesuai ketentuan Perundang
undangan yang berlaku. 

Pasa! 120 

(1) 	 Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 dipidanasesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) 	 Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan 
operasi produksi dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. ' . 

Pasal121 
.~ 	 • 1 /. , , i 

(1) 	 Setiap orang 'atau pemegarig IUP Operasi Produksi yang menampung, 
memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan', 
penjualan mineral dan batubara yang btikan dari pemegang IUP atau izin 
sebagaimana dirnaksud d8J.am paSal 27, pasal 30 ayat (3) dipidana sesuai 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) 	 Setiap orang yang .merintangi ataumengganggu kegiatan' usaha 
pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat dipidana 
sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku., 

Pasa! 122 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 
pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: . 

a. 	 perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 

b. 	 perampasan keuntungan yang dipxroleh dad tindak pidana; dan ata~, 
c. 	 kewajiban membayar biaya yiltng tlmbul akibat tindak ·pidana. 
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Pasal 123 

Setiap orang yang rnengeluarkan IUP yang bertentangan dengan peraturan 
Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana sesuai 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa1124 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Gubernur 

• I 
I 'j BDXXI 

KETENTUAN LAIN -LAIN 
Pasal125 

. Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP yang berkaitan dengan 
dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang
undangan. 

BAB XXII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal126 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
a. 	 IUP yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap 

diberlakukan sampai ja.ngka waktunya berakhir; . 
b. 	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat

lamb~tnya 1 (satu). tahun sej* peraturan daerah ini d~;undangkan. 

BAB XXXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 127 

Peraturan DGterah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinyaJ memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara 

QRP~~W4W$SITENGGARA, 

1<\ 

2013 

~~~~'ROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR: Ij 

2013 


t .~. 

".' . ,." .. 



I 
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.' t"' " 

, . 
I. 

: ~ 

.. 

PENJELASAN' 

" 'ATAS PERATURAN DAERAH_PROVI'N~I;SULAWESI TENGGARA 

NOMOR f) TAHUN 2013 
• '!TENTANG 

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG, 
, BERKELANJVTAN'DAN BERWAWAtSAN LINGK'UNGAN : 

, I ' 

I. UMUM 

, Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Sulawesi 
Tenggara mempunyai peranan yanga sllngat penting dalam rB:ng:ka 
menunjang pembangunan paerah I maup,1Jn Nasional. :Pelaksanaan. 
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dike lola 

, berdasarkan kaidah pertambangan yanK baik dan benar dengan tetap 
mengutamakan pe,mbangunan yang berkelanjutan. 

, Tantangan yang l,ltaina dihadapi,oleh pertambangan mineral dan 
'batubara di daerah adalah ·pengaruh globalisasi' yang mendoro,ng 
demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, 
perkembangan teknologi dan informasi, hak asasi ,: kekayaan intelektual 
serta tuntutan peningkatan·yang berkelanjutan. ' 

, . Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis danmenjawab 
sejumlah' permasalahan terseQu:t,"per1~ disusun peraturan daerah i 

tentang pengelolaan' pertamb"angan. Bah'!Va dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangari' mineral 
dan batubara, maka dlbutuhkan pengaturan' bidang per~ambangan y~ng 
dapa~ mengelola dan me.ngusahakah potensi mineral dan batubara secar~ 
inandiri, tindal, trans.paran; berdaya' saihg,efisien, dan, berw~wasan' 
lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan.. ' . -. ... . . ., 

Peraturan daerah ini' merupakan dasar kebijakan untuk digunakan 
sebagai landasan yangkuat bagi penyusunan' peraturan-petaturan 
pelaksanaannya lebih lanjut, agar, pelaksanaan kegitan usaha 
pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan sesuai dengan 
kaidah-kaidah pertambangai+ yang baik dan benar. 

, '. .1 
, " 

'II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL., 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasa13 

Cukupjelas 

Pasa14 

Ayat (1) 

Cukup jelas , 


Ayat (2) 


Cukupjelas ,[ 
PasalS 

Ayat (1) 

~ukup jelas 

............. ..
" 
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. Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasa16 

Hurufa sampai dengan e 

Cukl..lP jelas 

Huruff 

Yang dimaksud dengan neraca' sumber daya mineral dan batubar.a· 
adalah yang menggainbarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan 
produksi moner?-l dan batubara sulawes~ tenggara. . 

Huruf g sampai 0 

Cukupjelas 

1\yat (2) 

Cukupjelas 

Pasa17 

Cukup jelas 

Pasa18 

Cukupjelas 

Pasa19 
+ 

Cukup jelas 

Pasal 10 

..; 
Cukup jelas 

, 
Pasal 11 

I· 

. Cukup jelas 

Pasal12 

Kewenangan yang dilimpahkan adalah kewenangan dalam 
menetapkan WUP untuk mineral 'bukan logam dan batuan dalam 
satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota. 

Pasal13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

CUkupjelas 

Pasa115 

Cukup jelas 

Pas.a116 

Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas 
WIUP minerallogam dan / atau batubata. . 

.Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasa119 

Cukupjelas 
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Pasa120 


CUkupjelas 


Pas.a121 


Cukup jelas 


Pasa122 

Ayat (1) 

, Yang dimaksud dengan koord~nasi adalah mengakomodasi semua, 
kepentingan daerah yang terkait denganWUPK ~esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasa123 

Yang dimaksud deng~n 11,las' adala~ luas maksimum dan luas' 
minimum. :Penentuan batas dilakukan berdasarkan keahlian yang 
diterima oleh semua pihak. 

Pasa124 


Ayat (1) 


Huruf ta 


Yang dimaksud dengan pertambangan mineral radioaktif' adalah 
pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan pertindang
undangan di bidang ketenag?-nukliran. 

Huruf b ' 

Pertambangan mineral.logam dalam ketentuarf 
, 

ini' termasuk mineral 
' 

ikutannya. 

Huruf c 

Cukupjelas 

Hurufd 

Cukup jelas 

Hurufe 

. Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasa125 

Cukup jelas 

B Pas.al26 

Cukup jelas ·f 

Pasa127 

Cukup jelas 

! Pasa128 

Hurufa 

Badan usaha dalam ketentuan ini meliputi juga badan usaha milik 
.. negara dan badan usaha milik daerah. 



Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

Cukup jelas 

. Pas'~129 . 

:Aya~(l) 

Hurufa 

Cukup jelas 

Hurufb 

Cukup jelas 

Huruf c 

CukupjeIas 

Huruf d 
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I . 

.j 

. J aminan kesungguhan. dala..p1 ketentuan . ini 
penget'olaan lingkungan .skibat kegiatan"eksplorasi. 

'. Huruf e 

. Cukup jelas 

Huruf f 

Cukupjelas 

Hurufg 

Cukup jelas 

Hurufh 

Cukup jelas' 

Huruf i 

Cukup jelas 

Hurufj 

Cukup jelas 

Hurufk 

Cukup jelas 

Huruf'l 

Cukupjelas .. 
Hurufm 


Cukup jelas 


Hurufn 

ICukupjelas 


Ayat (2) 


Cukup jelas 


P~sa130 

Cukupjelas 

terrpasuk biay~ 
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Pasa131 

,Ayat (1) 

Jangka waktu 8 (delapan) tahun mdiputi penyelidikan umum 1 
(satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga,) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) 
kali masing-masing 1 (l)atu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) 

. tahl.;ln dan dapat diperpatljang 1 (satu) kali 1 (sat1.,J) tahun. 

. Ayat (2) 

, Jangka waktu ,3 (tiga) tahun, melipu~i penyelidikan umum 1 (satu), 
tahun, eksplorasi 1 (satu) tahUn, dan studi kelayakan 1 (satu) tahun. ' 

Yang dimaksud denganmineral bukan logam jenis tersebut adalah 
antara lain batu gamping untuk industri'semen,intan, dan batu mulia. 

. . 
Jangka waktu 7 (tujuh) ~ahun f1leliputi, penyelidikan umum 1 (satu), 

tahun, eksplorasi 3 (tiga)' tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) .kali '1 
(satu) ,tahun, serta ~tudi ,kelayakan 1 (satu) tahtin dan dapat 
diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.· ' 

.. Ayat (3) 

Jangka wak.tu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) 
tahun, eksplorasi 1 (satul'tahun, dan studi kelayakan l(satu)tahun 

Ayat (4) 

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun,meliputi penyelidikan umum 1 (satu) 
tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun'dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali' 
masing-masing 1. (satu) tahun, serta stu<;li ke~ayakan 2(dua) tahun. 

Pasa132 
I' 

~.. Cukup jelas 

Pasa133 

, . Cukup jelas 

Pasal$4 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Yang dimaksud' dengan data· hasil kajian studi: kekayaan 
merupakan sinkronisasi datG!. ',milik pemerintah dan pemerintahan, 
daerah. 

Pasa135 

Ayat (1) . . 
. Jangka waktu '20 (dua pujluh) tahun dalam' ketentuan 1m' 

terinasukjangka waktu untuk konstruksi'selama 2 (dua) tahun. 

'Ayat (2) 

. Cukup jelas 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan minerallogam jenis tertentu adalah antar8; 
lain batu gamping unt~k industri semen, intan, dan batu mulia. 

'I 
, 

I 

, ' 

-, '.. . I 
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Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

,Jangka waktu 20 (dua. puluh) . tahun dalam ketentuan ini. .. 
termasuk jangka waktu untuk konst~ksi selama 2 (dua) tahun. 

Pasa136 

Cukup jelas 

Pasa137 : 

, Cuk~p jelas 

Pasa138 

Cukup jelas 

Pasal39 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
" 

Apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda 
keterdapatannya secara vertikal; rpaupun horizontal, pih~k lain 
dapat mengusaha~an miIi.eral terselDut. 

Ayat (3) 


Cukupjelas 


Pasal40 


Cukupjelas 


pasa141 


Cukupjelas 


Pasa142 


Ayat (1) 


Cukup jelas 


Ayat (2) 


Apabila dalam WIUP terdapatmeneral, lain. YE!-ng' berbeda 
ket~rdapatannya secara' vertikcU, 'maup~n horizonta~; pihak lam' 
dapat mengusahakan mineral tersebut. 

Ayat (3) 


Cukup jelas 


Pasal43 


Cukup jelas 


Pasal44 


Cukupjelas 


Pasal45 


Ayat (1) 


Cukup jelas 
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Ayat (2) ./ 

Apabila dalam WIUP terdapat men.era!, lain yang" berbeda 
keterdapatannya .secara vertika!, maupun horizontal, pihak lain 
dapat mengusahaka'n mineral terse but. 

Ayat (3) I 

Cukup jelas 

Pasa146 

Cukup jelas 

Pasa147. 

Cukup jelas , , 

Pasal48 

Ayat (1) 

Cukup jdas' 
I' 

Ayat (2) 
, , 

. Apabila dalam .WIUP terdapat meneral lain' yang .berbeda· 
keterdapatannya secara vertika, maupun horizonta, pihak lain dapat 
mengusahakan mine~al tersebut. 

Ayat (3) 


Cukupjelas 


Pasa149' 


Cukup jelas 

',;' " 

Pasal50 

Cukupjelas I 

Pasal51 

Cukupjelas 

pasa152 

Cukup jelas 

Pasc:i.l53 

Cukupjelas 

Pasa154 . 

Yang dimaksud dengan nonkomersial adalah bahan galian yang 
tertambang digunaka~ untuk kepentingan sendiri dan tidak 
diperjual belikan urituk menambah, modal. 

Pasal55 'i 
! 

Cukupjelas 


Pasal56 


Cukup jelas 


Pasa157 


.Cukup jelas 


Pasal58 


Ayat (1) 


Cukup jelas 

• ,! 

.-,----- . -----,~-.-.-.----
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AYG!-t (2) 

Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu ·dalam ketentuan ini 
yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah pro.spek dalam kegiatan 
eksplorasi. . . 

Ayat (3) 
. . 

Cukup jelas 

Pasa159 

Cukup jelas 

Pa~a160 

Cukupjelas 

Pasal61 

Hurufa sampai dengan d 

Cukupjelas 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan sisa t~mbang meliputi ?-ntara lain tailling 
dan limbah mineral dan·batubara.. 

Pasa162· 

Cukup jelas 

Pasa163 

Ketentuan llli dimaksudkan .mengingat 'usaha pertambangan pada 
sumber air dapat 'mengabitkan perub~han' morfologi sumber aIr,baik 
pada kawasan hulumaupun hilir. . 

Pasa164 

Ayat (1) 

Kewajiban untuk mela,kukan p~ngolahan d8:n pe~urnian di dalam 
negeri dimaksudkan,antara lain untuk meningkatkan dan 
mengoptimalkan nilai tambang dad produk tersedianya bahan baku 
industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningl,{atan penerimaari 
negara 

Ayat (2) ,r 

Cukupjelas 
, 

Pasa165 

Cukupjelas 

Pasa166. 

Ayat (1) 

Yangdimaksud dengan terlebih dahulu memiliki IUP Operasi 
Produksi untuk penhualan dalam ketentuan i..t]l.i adalah pengurusan 
izin pengangkutan .dan penjualan atas mineral dan/atau, b~tubara 
yang tergali. 

" ' .. 
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Ayat (2) 

, . 	
Iiiri .diberikan setelah' terlebih dahulu dilaku~an 'pemeriksaan dan 

evaluasi atas mineral dan / atau batubara yarig tergali oleh instansi 

teknis terkait.· . , . ,",' 


Ayat (3) 
!" 

Cukupjelas 
! ! 

~yat (4) 

. cukup jelas 

'1 


Pasa167 


Ayat (1) 

Pemarifaatan tenaga, kerja setempat tetap, mempertimbangkaIl; 
kompetensi tenaga kerja dan keahlian tenaga kerja.yang tersedia.' .. 	 ", 

Ayat (2) 
,! 

Pemanfaatan tenaga kerja' dalam rangka, peningkatan taraf hidup 
masyarakat di, daerah 'masih 'diperlukan periingkatan 
pengintegrasian gellder melalui keterJibatan dalam kegiatan us~ha , 
pertambangan. 

Pasa168 

", , Cukupjelas 

,'Fiasal. 69 

Cukup jelas 

Pasal70 

Cukup jelas. 'j 

Pasa! 71 ' . 
'r 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

'Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal72' 

Ayat (1) 

Surat keterangan a's~l bahan galian adalah surat yang dlkefuarkan 
Dinas yang memuat tentang Takasi asal bahan galian, jenis, tona~e, 
serta tujuan pengirimari bahan galian. 


Ayat(2) 


Cukup jelas. 


. """'. 
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"., . 

,; 

,.
i . 

, . 

Ayat (3) 


Cukup jelas. 

I' 

Pasa! 73 

Ayat (1) 

Huruf a ., , ' . 
Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force mejeurJ, dalam 
ayat ini antara.,lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, 
epidemi, gempa bum~, banjir, kebakaran dan bencana alam di 
luar kemampuan manusia. 

I-Iufufb 
Yang dimaksud dengan menghalangi dala:m ayat ini antara 'lain 
blokade, pemegokan dan perselisihan perubaJ;1an' di luar 
kesalahan pemegang lUP,atau lUPK d~n peraturan perundang
undangan yang diterbitkan oleh! Pemerintah yang menghambat' 
kegiatan usaha pertainbangan yang sedang b~rjalan. 

Hurufc 

Cukupjelas. 

,Ayat (2) 

, Cukt;lp jelas. 

Ayat (3) 
Permohonan menj~laskan kondisi keadaan .kahar danl atau 

keadaan yang menghalangi sehingga mengakiba.tkan penghentiari 
sebagaian atau seluruh kegiatan usaha pertamb~ngan. 

Ayat (4) .. I 

Permohonan masyaraka:t memuat, penjelasan keadaan kondisi 
daya dukung lingkungan wilayah yang dikaitkan' dengal1' aktivitas 
kegiatan penambangal1. 

Ayat (5) 


, . Cukup j~las. 


Pasal74 


Ayat (1) 


Cukup jelas. 


Ayat (2) 


Cukup jelas. 


Ayat (3) 


Cukup jelas 


. Pasal 75 . 

Cukup jelas 

.. 'J 

. "--"-:.-=-~--~---er-:
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Pasa176 


Cukup jelas. 


Pasal 77 


Cukup jelas. 


P~sal 78' 


Ayat (1) 


Yang dimaksud dengan alas~n yang j~las dalam ketentuan ini antara , 

lain tidak, ditemukannya 'prospek secara teknis, ekonomis atau 

lingkungan. 


Ayat (2) 


Cukup jelas. 


Pasal79 


Cukup jelas. 


Pasa180' 


CUkupjelas 

: ' 

Pasa181 
',' -i' 

j 

Cukupjelas. 


Pasa182 


Cukup jelas. 


" Pasla83 


Cukup jelas. 


Pasal84,
, 

Ayat (1) 

Perusahaan nasiona:l dapat'mendirikan ,perusahaan cabang di 
daerah. 
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P~sa187 

Cukup jelas. 

P~sal 88 

Cukup jelas. 
,I 

Pasa189 

Cukup jelas. 

Pasa190 

, Cukup jelas. 

Pasal91 

Cukup jelas. 

Pasa192 

Cukup jelas. 

Pasa193 -
,j 

I 
Cukup jelas. I' 

Pasa194 

Cukup jelas. 

Pasa195 

Cukup jelas. 

Pa~a196 

Cukup jelas. 

Pasa197 

Cukup jelas. . . 

Pasal98 

Cukup jelas. 

Pasa199 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah meteka yang terke'na 
dampak negatif langsung dad kegiatan usaha perta:mbangan~ 

Ayat (2) 

·1
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

~ukup jelas. 

4 __ .~. t. '. '. 
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Pasal 100 

Cukup jelas. .1 
I 

Pasal 101 


Cukup jelas. 

b IPasal 102 

t 
Cukup jelas. 


Pasal 103 


Cukup jelas. 


Pasal 104 


Cukup jelas. 

'j, 

Pasal 105 l 

Cukup jelas. 

pasal 106 

.Cukup jelas. 

Pasal 107 

... Cukup jelas. 

pasal 108,. 0 

. Cukup jelas. 


Pasal109 

r' . . 

Cukup jelas. 
J 

... Pasal 110 


'. Cukup jelas. 


Pasal 111 


Cukup jelas. 


Pasal 112 


. Cukup je!as. 


-/
() Pasal 113 

:~ . Cukup jelas. 

pasa! 114 

. Cukup jelas 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

.. '.. " .' , 


